
5. Peraturan Pemerirnah Nomor 7 Tanun 1986 tentang Peruoahan Batas 

Wiiayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tega! dan Kabupaten Daerah 

Tingkai !I Tega!; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 jo. 

Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 
tentang Sadan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi; 

4. Unctang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

3. undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Dae rah; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan perundang-undangan; 

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tatum ·1950 tentang Pembentukan 
Daeran-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proptnst Jawa Tengah; 

Mengingat 

b. oanwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Tega!; 

: a. bahwa denqan telah dltetapkannya Keputusan Menteri natam Negeri 

Nomor 13·1 Tanun 2003 tentang Pedoman Penangguiangan dan 

Pengungsi di Daerah dlpandang perlu adanya pedoman 

penanggutangan bencana can penanqanan pengungsi cti Kabupaten 
Tegal; 

Menimbang 

BUPATI TEGAL, 

TENT ANG 

PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI 

Di KABUPATEN TEGAL 

NOMOR : ·1 s ?Ii.HUH 2005 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

BUPATI TEGAL 



6. satuen Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang sefanjutnya 

disebut satuan Hansip I Lmmas adalah Organlsasai iv1asyarakat yang 

barada di Desa/Kelurahan, yang disiapkan dan dibeka!i penqstanuan 
serta ketersmpnan untuk metaksanakan kegiatan penanqquianqan 

4. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi yang selanjutnya disebut Satlak PBP adalan wacan yang 

bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan 
penanqanan penqunqsl di Kabupaten I Kota, yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati I Walikota; 

5. sekretarlet Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi sattak PBP 
yang berada dibawah can bertangungjawab kepada Bupati I 
Walil<ota; 

3. Bupati adalah Bupati Tega!; 

2. Pemerintah Oaerah adafah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

1. Daerah adalah Kabupaten T egal; 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasai1 

: PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI 

KABUPA TEN TEGAL. 

MEMUTUSKAN 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 17 Tahun 2004 tentang 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 

Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi di Daeran; 

8. Keputusan Sekretaris Sadan Kocrdlnasl Nasional Penanggutangan 

sencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 ranun 2001 tentang 

Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi; 

9. Peraturan naeran Kabupaten Tega! Nomor 02 ranun 2003 tentang 

Kewenangan Kabupaten Tegal; 
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10.Pengungsi adalan orang I sekslompok yang atas dasar kemauan 

sendiri atau terpaksa, bail< secara swadaya maupun dikoordinir 

Pemerintah telan meninggalkan tsmpat kehidupan semuta, karena 

terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa 

ketakutan sebaqai akibat terjadinya bencana psranq, bencana alam, 

bencana aklbat ulah I perbuatan manusla dan bencana lainnya; 

11.Pencegahan adatah segala upaya dan kegiatan untuk menceqah 

bencana atau reslko yang mungkin terjadi mela!ui penylapan 
Peraturan Perundang-undangan, penyusunan prosedur 

penangguiangan serta melalui kegiatan penyuaman dan petattnan; 

12. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara 

terencana, terkoordlnlr dan terpadu pada kcndlsl darurat dalam 
waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolonq, 
menyelamatkan jiwa I harta benda dan lingkungan serta mengurar.gi 

dampak akibat bencana mefalui pembenan bantuan moril can 
material kepada korban bencana; 

9. Bencana adatan peristiwa atau ranqkaian pertsnwa yang otsenaokan 
oleh peranq, alam, ulah I perbuatan manusla, dan penyebab !ainnya, 

yang dapat menqakloatkan kornan can penderuaan manusla, 
kerugian harta benda, kerusakan Ungkungan, sarana prasarana dan 

fasilitas um um 1 serta rnenimbulkan gangguan ternadap tata 

kehidupan dan penghidupan masyarakat; 

dilakukan, meliputi lanqkah-langkan penceqahan, pertnqatan dini, 

mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiaqaan pada saat sebelum terjadi 

bencana, pencartan, pertolongan, penyelamatan dan pemberian 

bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, 
rehabiiitasi dan atau rekonstruksl sarana prasarana umum/sosial 

pada saat setelah terjadi bencana. 

8. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang 
ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana 

atam, bencana akibat utan manusia maupun akioat konftik sosial, 
yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasl, 

pemberian bantuan darurat, rehabilitasl mental, rehabilltasi dan atau 
rekcnstruksi sarana prasarana fisik, rekonstruksi, pengembalian I 
pemulanqan, pemberdayaan, dan pemlndanan f relokasl; 



Tujuan disusunnya pedoman penanggulangan bencana dan penanqanan 

pengungsi adalah untuk memantapkan keterpaduan iangl<ah dan tindakan 
bagi aparet pemerintah dan masyarakat di daerah dalam 
penanqqutanqan oencana dan penanqanan pengungsi yang nertumpu 
pada kemandstan dan kewaspadaan masyarakat secara berdaya guna 
dan berhasil guna. 

Maksuct disusumwa Psdoman Penanggutangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi adalah memberikan pedoman bagi aparat 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah. 

Pasal 3 

19. Rekonsiliasl adalah upaya dan keqlatan untuk m enclptakan 
kedamalan kembau pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan 
scslal, oudeya hak azasi menusia dan aspek nukum. 

{{t;,;r}, y 
Pasal2 

18.Relokasi adalah kegiatan menempetkan/memuklmkan kembali 

pengungsi dart tempat penampunqan sementara ke tempat yang 
tetap di Iokasl yang baru; 

17 .Pemberdavaan adalah kegiatan pemolnaan kemampuan dan 
kemandirian para pengungsi agar dapat meiaksanakan kegiatan 
sosial dan ekonomls umuk memenuhi kebutunan hidupnya; 

13. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang 
dnakukan untuk mengurangi dan memperkecil akmat-akcat yang 

ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi k:esiapsiagaan serta 
penyiapan keslapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan; 

14.Penyelamatan adalah seqala daya upaya dan kegiatan yang 
di!akukan untuk menolonq, melindungi dan memberi bantuan tanggap 

darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana 
prasarana, dan fasititas umum serta Ungkungan akibat bencana; 

15.Rehabilitasi adalan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar 
para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum 

yang dia.kibatkan oieh bencana dapat berfunqsi kembali; 

ts.Rekonstruksl adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk 

membanqun kembaii sarana prasarana umum yang rusak akibat 
bencana, umuk merlnqankan pendernaan masyarakat; 
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b. Asas Kemandirian. 
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 

dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oieh swadaya 
masyarakat. 

c. Asas Kegotong Royongan. 
Dalam upaya penanggulengan bencana dan penanganan pengungsi 
dllakukan secara oersama-sama dan saling membantu oten segenap 
komponen masyarakat dan pemerlmsh. 

Asas penangguiangan bencana dan penanganan pengungsi meliputi : 
a. Asas Kemanustaan. 

Datam upaya penanggulangan bencana dan penanqanan pengungsi 
dnaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama 
manusta dan Udak diskriminaUf. 

Pasai6 

d. Merupakan bagian dart pembangunan yang bertujuan mengurangi, 

meringankan dan memuiihkan penderitaan masyarakat korban bencana 
dalam ranqka rnemperbalkl, dan meningkatkan kembali taraf 
penghidupan dan l<ehidupannya. 

Hakekat penanggulangan bencana dan penangan pengungsi adalah : 

a. Merupakan salan satu wujud darl upaya untuk melindungi segenap 

Banqsa Indonesia dari akibat bencana. 

b. Merupakan tanggung jawab bersama antara pemerlntah, masyarakat, 

yang bertumpu pada kemandirian dan keswadavaan masyarakat. 

c. Dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan 
penqunqslan, yang meliputi kegiatan penceqahan, penjinakan, 
keslapstaqaan, penyelamatan untuk memperkecu dan mengurangi 
oampak yang ditimbulkan olen bencana. 

Pasal5 

BABU 

HAKEKAT ASAS DAN PENGGOLONGAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI 

Ruang lingkup penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 

meiipuU penatataksanaan penanggulangan bencana can penanaanan 
pengungsi sejak sebetum, pada saat, dan sesudah terjadl bencana, mulai 
dart DesaiKeiurahan, Kecamatan, KabupateniKota can Proplnsi. 

Pasal4 
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10) Bencana Kekeringan. 

11) Bencana Ketaparan. 
12) Bencana Hama Tanaman. 

13) Bencana Wabah Penyakit. 

c. Bencana Aklbat Ulah Manusfa antara lain: 
1) Pembakaran hutan, lahan, instalasi dan fasilitas lain yang 

oerdampak luas. 

2) Ledakan instalasi pabrik/obyek vital. 

3) Pencemaran lingkungan. 
4) Kecelakaan yang menelan banyak korban. 

5) Konfliklkerusuhan soslat {SARA). 

6) Aksi teror sabotase. 

1) Letusan Gunung Berapi. 
2) Gempa Bumi. 
3\ Banjir Lahar. .I 

4) Banjir Lava. 
5) Banjir Air, 

6) Angin Tcpan. 
7) Gelombang Pasang/Tsunami. 

8) Tanah Lonqsor. 

9) Kebakaran. 

Menurut penyebabnya bencana dapat digolongkan menjadi: 

a. Bencana Akibat Perang. 
b. Bencana Alam, terdiri dari : 

Pasal 7 

dan masyarakat dalam wiJayah yang mengalami bencana dan 
penqunqstan. 

dan penanganan 
pelayanan baik 

e. Asas Profesionalisme. 

Oalam penyeienggaraan penangguiangan bencana 
pengungsi didasarkan pada profesionalisme 
administratlt maupun teknts operastonat. 

f. Asas Kewiiayahan. 
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 

dnaksanakan secara terkoordmast oten Pemerlntah/Pemerlntah Daerah 

d. Asas Kesukarelaan. 
Dalam upeya penanqgulanqan bencana dan penanqenan pengungsi 

diiakukan secara partisipatif dan suka reta tanpa paksaan oien 
segenap komponen masyarakat. 
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(2) Bagan susunan Organisasi Sat!ak PBP sebaqaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan baqtan 

tidak terplsankan dari peraturan ini. 

- Tokoh Masyarakat dan Pakar. 
- Unsur f·Ji asyarakat lainnya/LSM. 

- unsur organisasi Protest. 
- Unsur Dunia Usaha. 

- Paiang fv1ernh tnconesia. 

e. Ketua Petaksana Harian : Wald! Bupati. 

f. Sek:retaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor K~sbfH,9 f!;::H1 

: Kapolres. 
: sekca. 

c. Wakil Ketua i! 
d. Sekretaris 

(1) susunan orqanisasi Satlak PBP Kabupaten Tega! terdiri dan : 
a. Ketua : Bupati. 

b. Wal<~il Ketua I : Dan Dim. 

PASAL 9 

BAB Ill 

SUSUNAN ORGAMISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATLAK PBP 

BAGIAN PERTAMA 

ORGANISASI SATLAK PBP 

b. Penggoiongan pengungsi menurut prlornas penanganannya : 
1) Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipu!angkan. 

2) Pengungsf yang dmerdayakan. 

3) Pengungsi yang direlok:asikan. 

Pengungsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu : 
a. Penggolongan pengungsi rnenurut rnobilitasnya terdiri darl : 

1) Pengungsi domestik : 

a) Pengungsi lokai (daiam wiiayah Kabupaten!Kota). 
b) Pengungsi lintas KabupatenJKota (dalam wi!ayah Propinsi). 
c) Pengungsi lintas DaerahtPropinsi (datam wilayah NKRI). 

Pasal 8 
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b. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas melakukan pendataan dan 
membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi 
bencana di wifayahnya. 

Dalam metaksanakan tuqas dan fungsi sebaqaimana dlmaksud pada pasat 
10 dan 11 Peraturan int Bupati selaku Ketua Satlak PBP membentuk. : 

a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan 
Penanqanan Pengungsi (Rupusdalops PBP) sebagai ruang data can 
pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana 
dan penanganan pengungsi. 

Pasal12 

Dalam metaksanakan tugas sebagaimana pad a Pas al 1 O Peraturan ini, 

Satlak PBP mempunyai fungsi: 

1) Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan 
bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya; 

2) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 
secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan 
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan 
prasarana yang ada di daerahnya; 

3) Melakuk:an kerja sama operasi petaksanaan penanggulangan bencana 
dan penanganan pengungsi dengan Sat!ak PBP yang terdekat; 

4) Penerlmaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan 
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya; 

5) Melakukan kegiatan iain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua 
Satkorlak PBP; 

Pasal11 

Satlak PBP mempunyat tugas metaksanaken kegiatan penanggulangan 
bencana dan penanganan pengungsi di Daerahnya dengan berpedoman 
kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakomas PBP dan 
Gubernur setaku ketua Satkorlak PBP, yang meiiputi tanap-tanap sebejum, 
pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan 
pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabmtasi dan 
rekonstruksi; 

Pasal10 
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: Dan RamiL 
: Ka Potsek. 

b. Wakil Ketua I 
c. W akii ketua ii 

(1) susunan Unit Operasi PBP terdiri atas : 

a. Ketua : Camat. 

Pasal16 

SUSUNAN ORGANiSASI, TUGAS DAN FUNGSI 

UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA 

DAN PENANGANAN PENGUNGSI 

BAGIAN PERTAMA 
SUSUNAN ORGANISASI UNIT ORGANISASI PBP 

BABIV 

(2) satuas Satiak PBP sebaqaimana dimaksuct pada ayat pasal ini 

bersifat sememara arUnya Satgas PBP dibentuk bi!a diper!ukan dan 

dibubarkan setelan seiesai penuqasan, 

('1) Satgas Satlak PBP sebaqasnana dimaksud pada pasal 12 huruf e 

Peraturan ini sebaqai orqanlsasi keranqka yang dislapkan dari unsur 

Satlak PBP. 

Pasal15 

TRC sebaqalmana dlmaksud pasal 12 huruf b Peraturan ini 
keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip.flinmas, TNI/Poiri, 
Dinas Kesehatan, Bagian Kesra setda dan unsur lain yang diperlukan. 

Pasal14 

{2) Rupusdalops PBP sebagaimana dimaksuct paca pasat 12 a peraturan 
ini di pimpin oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas dan dibantu oleh 

unsur TNI f Pofrt, Dinas Kesenatan, Bagian Kesra Setda serta unsur 

lain vana terkalt. .- ... 

(1) Rupusdalops PBP sebaqaimana dimak:sud pada pasat 12 huruf a 

Peraturan ini bsrempat di Kantor Bupati atau Kantor Kesbang dan 
Unmas. 

Pasat13 

c. Satuan Tugas ( Satgas ) Satlak PBP, yang bertugas untuk membantu 

petaksanaan penanggulangan bencana dan penanqanan pengungsi 

yang terjadi di wiiayahnya apabila Unit operas! PBP Kecamatan tidal< 
mampu mengatasl. 
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(3) Kepala Desa/Lurah setaku Kepala Satuan Hansipilinmas Oesa i 
Kelurahan mengorganisir anggota satuan Hansip/linmas di 
wilayahnya dalam 3 (tiga) kelom pok lingkungan : 

1) Kelompok Lingkungan Pemukiman. 

2) Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek Vital. 
3) Kelompok Lingkungan Pendidikan 

(2) Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan 

penanqqulanqan bencana dan penanqanan penqunqsi, sehingga 
terwujud kemandinan dalam upaya penanggulangan bencana dan 

penanqanan pengungsi. 

(1) Kepala Dasa menqkoorulnasfkan can mengenctaiikan kegiatan 

masayarakat dalam penanggu!angan bancana dan penanganan 

pengungsi mulai dart tahap sebelum 1 pada saat dan sesudah terjadi 

bencana. 

Pasaf19 

SATUAN HANSIP I LINMAS DI DESAI KELURAHAN 

BABV 

Dslam melaksanakan tugas sebaqahnana dimaksud pada pasal i 7 

Peraturan ini} Unit Operasi PBP mempunyai fungsi : 
1) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk menlngkatkan 

kesiapsleqan masyarakat dalam penangguiangan bencana dan 

pengungsian. 
2) Mengkoordinir potensi masvarakat dan satuan Perlindungan 

Masyarakat di wilayahnya datam pelaksanaan penanggulangan 
bencana dan penanganan pengungsi. 

nanggulangan bencana dan penanqanan pengungsi di wilayah kerjanya 
dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang tetan ditetapkan Bupati 
selaku Ketua sanak PBP yang meliputi tahap-tahap sebe!um, pada saat 

maupun sesudan terjadi bencana dan pengungsian. 

Pasal18 

melaksanakan kegiatan pe memcunval tuoas 
! e ~ Unit operast PBP 

Pasat 17 

(2) Bagan susunan orqanlsast ( tertampir ). 
: Unit-unit terkait dan masyarakat I LSM. f. Anggota 

e. Pelaksana Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan 

(Kasi Trantib Kecamatan). 

: sekretans Kecamatan. ct. sekretans 
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Pada dasarnya upaya penanqgulanqan bencana dititikberatkan 

pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringaten 
dini, penceqahan, penimakan dan kesiapsiagaan masyarakat 

serta Aparat Pemenntan sehingga korban manusta, keruqtan 
harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil. 

a. Tahap sebelum terjadi bencana. 

(2) Tahap penanggula.ngan bencana, meliputi : 

( i} r=- ;:;n;;;H!jgl,,lictH~;;;H bencana Clan penanqanan pengungsi ctilaksanakan 

secara konsepstonal dan terpadu o!eh semua unsur terkait pada tahap 

sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana dan 
penqunqslan. 

(6) Bagan susunan organtsast ( terlamplr ). 

2) Mengerahkan potenst Hansip/l.inmas dalam penanggulangan 

bencana clan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya 

baik sebelum 1 pada saat, dan sesudah terjadi bencana. 

1) r111enyusun potensl Hansip/Linmas dalam Regu-regu pelaksana 

menurut kebutuhan Desa/Ke!urahan yang slap dikerahkan 

sewaktu-waktu sesuai tuqas dan fungsinya. 

(5) satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas : 

(4) Untuk metaksanakan tugas penanggulangan bencana dan 

penanqanan pengungsi; masinq-rnasinq kelompok Satuan 
HansipfLinmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c 

dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penuqasan, 

denqan kekuatan maslnq-masinq Regu ± 10 orang, antara lain terdlrt 
atas : 

1) Regu Deteksl Dini. 

2) Regu PPPK. 

3) Regu Tandu. 

11 



Pada tanap rekonslsas! dilakuk:an upaya perdamaian melalui token 
masyarakat, antara lain pemuka agama, tokoh adat, tokoh 

pemuda, token perempuan dan pihak terkalt lain yang berpengaruh 

dengan pendekatan agama, soslat budaya, hukum dan HAM, agar 
masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali. 

d. Tahap Rekonsmasi (Khusus pengungsi akibat konflik). 

Pada tahap rehabifitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan 

psicoscsial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, 
psikologis den sosiat, serta mengembalikan harkat dan martabat 

sebagal manusla maupun warga negara yang oerhak mendapat 
perlindunqan. 

c. Tahap Rehabllltasl. 

Pada tanap penyetamatan saat oencananerusunan terjadi, 
dilakukan denqan memberikan pertolongan, per!indungan dan 

penampungan sementara, bantuan pangan, sandanq, obat-obatan, 
air bersm, dan sanitasi bagi pengungsL 

b. Tahap penyelamatan. 

a. Tanap keslapsiaqaan. 

Tahap kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, 
peringatan dini, penyiapan sarana-prasarana yang dilakukan 
secara terpadu oieh pemerintah bersama masyarakat guna 

mengantisipasi kernunqklnan terjadinya pengungsian. 

(3) Tanapan penanqanan pengungsi meliputi : 

c. Tahap sesudan bsncana. 

Kegiatan yang dilaksanai<an sesudan terjadi bencana adatan 
mslakukan rehabiiitasi dan atau rekonstruks! sarana-prasarana 

sostal dan fasllitas um um, memulihkan kernnan kegiatan 

pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan 

masyarakat kemban normal dan lebih bane 

b. Tahap saat terjadi bencana . 

Pada saat terjadi bencana titik berat kegiatan dilakukan mulai dari 
mencarl, menolonq dan menyelamatk:an serta memberik:an 

santunanlbantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang 

diskriminatif. 
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a. Sebelum tarjadi bancana dan pengungsian kegiatarmya mallputl : 

Pelaksanaan PBP di Desa/Kelurahan, meliputi : 

Pasal22 

MEKANISME PELAKSANAAN PBP 

BABVH 

penqeranen potensi dan somber daya masyerakat. 

(3) Keberhasnan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 
sangat tergantung kepada kepemimpman Kepala Desa/Lurah nalam 
penqerahan potensl Hansip dan sumber daya masyarakat. 

(4) Keberhasnan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 
sangat tergarrtung kepada kepemimpinan Kepata Desart.uran datam 

(2) Untuk mendorong partislpast dan swadaya/kemandirian masyarakat 
dalam penanggulangan bencana dan penanqanen pengungsi perlu 

ditumbuh kembanqkan kemauan can kemampuan penanggulangan 
bencana dan psnanganan psnqunqsi di tingkat Desa/Kelurahan. 

(1) Satuan Hansip/Limas yang ada dilingkungan pemuklman, lingkungan 

pendidikan, iingkungan pekerjaan, iingkungan proyek/ obyek vital 

melaksartakan penanggulangan bencana dan penanqanan pengungsi 
secara terpadu dan terintegrasi catam wadan sakornes PBP, 
satkortak PBP, Unit operaslonel PBP dan satuan Hansip/Unmas di 

Desa!Keiurahan. 

Pasal21 

3) Pola m (Relokasi). 
Memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan 
program retokasl, baik denqan cara slsipan atau transmurast 
lokal, 

2) Pola ii (Pemberdayaan) 
Pengungsi dibantu dan difasi!itasi Pemerintah untuk 
mendapatkan tapanqan pekerjaan atau mencarl natkah. 

1) Pola I (Pemulangan). 
Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula. 

e. Tahap pemulangan/pemberdayaanfrelokasi. 

Pada tahap ini; penanqanan pengungsi dilaksana.kan melalui 3 

(tiga) pofa, dengan prioritas berurutan atau mempertlmbangkan 

situasi dan kondis! daerah. 

13 



c. Sesudah terjadi bencana dan psnqunqslan : 

1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan 

jumlah keruqian. 

2) Menempatkan korban bencana ke penampunqan sementara di 

lokasi yang aman. 
3) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, 

psikologis dan sosial ke Rumah sakii!Puskesmas atau lembaga 
rehabllltasl terkalt. 

4) Meiakukan rekcnsuuks! ringan terhadap rasuaas sosiat can iasilitas 
umum yang terkena bencana. 

5) Melaporkan kejadian nencana dan kebutuhan yang diperlukan 
kepada Cam at. 

b. Pada saat terjadi bsncana dan penqungsian : 
1) Mencari dan menyelamatkan korban aklbat bencana. 
2) Memberikan pertolongan periama kepada korban akibat bencana. 

3) Mengungsikan korban beneana. 

4) Menyiapkan dapur um um. 
5) Menyiapkan fempat penampungan sementara bagi korban bencana. 
6) Mengamankan daerah yang terkena nencana. 
7) Menerima, mengelola dan menya!urkan serta mempertanggung­ 

jawabkan bantuan, 
8) Melaporkan kejadlan bancana kepada Camat. 

1) Membuat peta rawan bencana. 

2) Membuat dan memelihara data potensi satuan Hansiprt.inmas. 

3) Menyiapkan data paramedls dan fasilitas kesehatan/PPPK. 
4) Menyiapkan potensi Satuan Hansipilinmas dan masyarakat untuk 

penangulangan bencana dan penanganan pengungsL 
5) Mengkoordinir masvarakat datam penyiapan alat-atat can fasiiitas 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. 
6) Melaksanakan penyuiuhan can geladi/latihan penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi. 
7) rv1enetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana. 
8) M eningkatkan kewaspadaan m asyarakat m elalui upaya-upaya 

permqaten dini terhadap kemunqkinan terjadinya bencana dan 

pengungsian. 
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Pelaksanaan PBP di Daerah terdiri atas : 

a. Sebelum terjadi bencana : 
1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada 

pemerintah dan masyarakat yang bersanqkutan. 

2) Menyusun potensl satuan Hansip/linmas dan Satgas PBP di 
wilayatmya. 

Pasal24 

1) menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan 
jumlah keruqian. 

2) Merahabifitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas 

umum di daerah bencana. 
3) Menempatkan kemban korban bencan ke lokasi semua, ke 

pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasl yang aman. 
4) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggung­ 

[awabkannya. 

5) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada 
Bupati/V'u' afikota. 

c. sesudeh terladl bencana. 
" 

b. Pada saat terjadi bencana : 

1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan 
menyiapkan dapur umum. 

2} Menylapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana. 
3) Mengungsikan korban bencana. 
4) Mengamankan daerah yang terkena bencana. 

5) Menerima1 menyajurkan bantuan serta mempertangqunq- 

ja1t1abkan. 
6) Melaporkan kejadian bencana kepada BupatiJWaiikota. 

a. sebelum terjadi bencana : 
1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan 

bencana dan daeran altematif pengungsian korban bencana serta 

potensi satuan hansip/Linmas di Desa./Kelurahan di wilayahnya. 
2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensl satuan 

Hansip/Unmas dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan 
bencana. 

3) Memberikan perinqatan dini kepada masyarakat yang tinggal di 
daerah raw en bencana. 

Petaksanaan PBP di Kecamatan terdiri atas. 

Pasal 23 
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Perencanaan pelaksanaan pengendalian dan koordinast penanqgulanqan 

bencana dan penanganan pengungsi dilakukan sebagai berlkut : 

a. Tingkat Propins! olen Gubernur setaku ketua satkortak PBP. 

b. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/\Nalikota selaku Ketua Satlak 
PBP. 

Pasal25 

KOOROINASI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

BAGIAN PERTAMA 

KOOROINASI 

BABV!H 

3) Menctorong terclptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran 

Pemerintahan dan pembanqunan. 

Daerah bencana. 

2) fviemberikan tiantuan clan melaksanakan rehabiiitasi dan atau 
rekonstruksl pemukiman, fasllhas soslal dan fasilitas urnum di 

c. sesucan terjadl nencana. 

1) Me!aporkan jumlah korban bencena, perklraan jurn!ah kerniiian 

b. Pada saat ierjadi bencana : 
1) Memberikan petunjuk teknls pelaksanan PBP yaitu mengadakan 

rapat kccrdmasl dan konsondast sauak PBP, menglrimkan Tim 
Reaksi cepat ke Daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP. 

2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke Daerah nencana (bila 
diperiukan). 

3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara 

lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, 

bantuan tenaqa medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan 

makanan. 
4) !t1e!aporkan kejadian bencana dan penanqqulanqannya kspada 

Gubernur. 

3) Menetapkan oaerah rawan alternatif pengungsian korban bencana. 

4) Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan petatihan, 

Gefadi Posko can Geladi Lapangan PBP, serta Prosedur Tetap 

PBP sesuai kondisi wilaya.hnya. 
5) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten. 
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e. Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/Lurah dapat secara langsung 

melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada 

Bupati/Walikota selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada 
Camat di vvilayahnya. 

c. Ketua Sat!ak PBP melaporkan perkembangan sltuasl kejadlan bencana 

dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanqanan di 

wilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua satkorlak PBP. 

d. Ketua Satkorlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian 
bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan 
penanganan di wilayahnya kepada Menteri Dalam negeri dan Ketua 

Bakornas PBP dengan tembusan kepada lnstans! terkalt di tingkat 
Pus at. 

b. Ketua Unit Operasional PBP melapork:an perkembanqan sltuasl 
kejadian bencana dan atau penqungsian serta upaya penangguiangan 

dan penanqanan dl wilayahnya kepada BupaWWaHkota selaku Ketua 

sauak PBP. 

Prosedur pelaporan dlatur sebagai berikut : 

a. Kepafa Dese/l.ureh melaporkan perkembangan situasi kejadian 
bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan 
penenganannya kepada Cam at setaku Ketua Unit Operasional PBP. 

Pasal27 

PELAPORAN 
BAGiAN KETiGA 

Rupusdalops PBP. 

(2) Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibentuk 
Posko Aju dan Posko Sergerak PBP. 

(1) Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saat terjadl 

bencana, Pos Komando PBP ditempatkan di Rupuskordalops I 

Pasal26 

BAGIAN KEDUA 

PENGENDAUAN 

c , Tingkat Kecamatan oten Carnat setaku Ketua Unit operastonat PBP. 

d. Tingkai Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah setaku Kepala satuan 
Hansip/Unmas. 
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Dengan berlakunya Peraturan ini m aka Keputusan Bupati Kepala Dae rah 

Tingkat II Tega! Nomor : 360!4 754ti993 tanggal 31 Desember ·1993 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Pelaksana Penanqqulanqan Bencana (SA TLAK PBP) Kabupaten Daerah 

Tingkat II Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati 

Tega! Nomor : 360/0273/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal32 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Biaya pelaksanaan pensnqqulanqan bencana dan penanqanan pengungsi 

di Daerah dibebanl<an pads APBD dan sumber dana lain yang sah. 

Pasa!31 

BABiX 

PEMBIAYAAN 

Bupati/'J\Jalikota selaku Ketua satlak PBP dan Gubernur selaku Ketua 

satkortak PBP. 

tertentu, menjadi kewenangan pengungsi i<epada pihak-pihak 

Penyampalan informasi penanggu!angan bencana dan atau penanqanen 

Pasal30 

lsi laporan memuat : 
a. Jenis bencana dan atau pengungsian. 

b. Tempat bencana dan atau pengungsian. 
c. Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian. 

d. Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian. 

e. Permintaan kebutuhan bantuan. 

Pasal29 

b. Laporan iengkap. 

c. Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, M!ngguan, Bulanan, 
Triwulensn dan tahunan. 

a. t.aporan Pemiahuluan Kejadlan Bencana can atau pengungsian, melalui 
kunr, tslepon, faximile, radiogram, SSB, hand phone/SMS, dan !ain­ 
lain. 

Bentuk laporan diatur sebagai berikut : 

Pasal28 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

TAHUN 2005 NOMOR : 2·1 

SEKRETARIS DAERAH 

SI aw i 
·1 Juli 2005 

Diundanqkan di 

Pada tanggal 

AGUS RIYANTO 

BUPATI TEGAL. -~ 

:Slawi. 
: ·1 Juli 2005 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerlntahkan Pengundangan 

Peraturan inl dengan penempatannva uatam Lembaran oaeran Kabupaten 
Tega!. 

Pasal33 
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AGUS RIYANTO 

BUPATI TEGAL, 

---- if? 

; ., . ~ l-1.!nqoo,a 
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I Anggota I Anggota I~::~:: 
I Anggota 
i 

I Wakll Ketua I 
I Wakil Ketua II 

sekretaris 
Ketua Pelaksana Harian 

I 
Sekretaris Pelaks. Harian 
Anggota 

, Angoota I .. 
I Anggota 
I I Anggota 

Anggota 
. Anggota I Anggoia I Anggota 
I I Anggota 
Anggota 
Anggota 

I Anggota 
11 Anggota 
, Anggota 
I Anggota I Anggota 

I Anggota 

I Anggota 
Anggota 

11 Anggota 
I Anggota I Anggota I Anggota 
I Anggota 

2.1 Dan Dim 0, 1~ , ega. 
3. Ka Polres Tega! 
4. Sekretaris Oaerah Kao. Tega! 
5. Wakil Bupati Te gal 
6. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab.Tegal 
7. Kepala Bapeda Kabupaten Tega! 
8. Kepata Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah 

I Kab. Tega! 
9. Kepala Sadan lnformasi Komunikasi dan Kehumasan 

Kab. Tega! 
10. Kepaia Oinas Pemberdayaan Masyarakat KB dan 

Ke sos Kab. Tega! 
11. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal 
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tega! 
13. Kepata Dinas Kesehatan Kab. Tegal 
14. Kepala Dinas Perhubungan dan Parlwlsata 

I Kab. Tega! 
15. Adm. Perum Perhutani Pekalonqan Barnt 
16. Adm. Perum Perhutani Baiapuiang 
17. Kepala Sub Dolog Wilayah Pekatongan Ba rat 
18. Kepala PLN Ranting Slawi 
19. Kepala PU Bina Marga 
20. Ka Bag umum Setda Kab. Tegal 
21. Ka Bag RT dan Protokol setda Kab. Tegal 
22. Ka Bag Kesra Setda Kab. Tega! 
23. PDA~}! Kabupaten Tega! 
24. Unsur anggota TNI I Polri 
25. SAR Kabupaten Tega! 
26. ORARI Kabupaten Tega! 
27. RAP! Kabupaten Tegal 
28. PMI Cabang Kabupaten Tega! 
26. KNPI Kabupaten Tega! 
27 .. 

1 

Kwa.rcab Gerakan Pram. u.ka Kab. Tega! 
28. Dharma Wanita Kab. Teoal ... 

i~: I ~~:;;;_:t:1;1~i'~11\ \!~a;eaai 
31. l Unsur Organisasi Profesi Kab. Tegal 
32. I Unsur Dunia Usaha Kab. Tega! 
33.11 Token Masyarakat Kab. Tegai 
34 .. L SM Kab. Tegal 
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